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ABSTRAK 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (untuk selanjutnya disebut Covid-19) 

di Indonesia membawa dampak tidak hanya di sektor kesehatan akan tetapi hal ini 

juga telah membawa perubahan pegerakan struktur ekonomi masyarakat. Dalam 

menanggapi masalah tersebut, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam 

hal apapun (termasuk penanganan covid-19) haruslah berlandaskan hukum 

sebagai legalitas dalam bertindak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mengambil langkah 

konkrit dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (untuk selanjutnya 

disebut Perppu No 1 Tahun 2020). 

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Pemerintah menerbitkan Kebijakan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (untuk selanjutnya disebut PEN) sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2020. Tujuan dari dibentuknya 

kebijakan atau program PEN ini adalah untuk melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor 

keuangan dalam menjalankan usahanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 

ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020. Di dalam program PEN terdapat 4 program, salah 

satunya yang akan dibahas adalah Program Penjaminan oleh Pemerintah terhadap 

UMKM. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis bentuk-bentuk 

kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia di masa Pandemi terkhusus kebijakan 

Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM. Kedua, untuk menganalisis akan 

penerapan kebijakan ekonomi dalam hal pemberian jaminan dari Pemerintah 

terhadap UMKM dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa Dalam 

menanggapi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan 

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (untuk selanjutnya disebut PEN) 

sebagaimana diatur di dalam Perppu No. 1 Tahun 2020. Di dalam kebijakan PEN 

terdapat 4 (empat) metode atau cara yang akan digunakan oleh Pemerintah 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2020, yaitu Penanaman 

Modal Negara, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan 

Pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi, dan Usaha 

Besar. Bahwa Pada PEN khususnya program penjaminan oleh Pemerintah ini, 

para pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman modal kerja atau melakukan 

restrukturisasi kredit dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam PMK No. 

71 Tahun 2020.para Pelaku usaha UMKM dalam hal ini dibebani dengan adanya 

Imbal jasa penjaminan dan hak regres, pembebanan tersebut tentu melanggar asas-

asas yang ada di dalam AAUPB. 

 

Kata Kunci : darurat, kebijakan, mekanisme, penjaminan. 
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ABSTRACT 

The 2019 Coronavirus Disease (hereinafter referred to as Covid-19) 

pandemic in Indonesia has an impact not only on the health sector but this has 

also brought about changes in the movement of the community's economic 

structure. In responding to this problem, every policy and action taken in any case 

(including the handling of covid-19) must be based on law as legality in acting, as 

regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. The government takes concrete steps by issuing Government 

Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy 

and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease 

(Covid-19) Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National 

Economy and/or Financial System Stability ( hereinafter referred to as Perppu 

No. 1 of 2020). 

Based on the regulation above, the Government issues a National 

Economic Recovery Policy (hereinafter referred to as PEN) as regulated in 

Article 11 paragraph (1) of Law no. 2 of 2020. The purpose of the establishment 

of this PEN policy or program is to protect, maintain and improve the economic 

capacity of business actors from the real sector and the financial sector in 

carrying out their business as regulated in Article 11 paragraph (2) of Law no. 2 

of 2020. In the PEN program there are 4 programs, one of which will be 

discussed is the Guarantee Program by the Government for MSMEs. This study 

aims first to analyze the forms of the Indonesian Government's economic policies 

during the Pandemic, especially the National Economic Recovery policy for 

MSMEs. Second, to analyze the implementation of economic policies in terms of 

providing guarantees from the Government to MSMEs in the perspective of the 

General Principles of Good Governance. 

The research method used in this thesis uses a statute approach and a 

conceptual approach. 

Based on the results of this study, the researcher stated that in response to 

the Covid-19 pandemic, the Government of Indonesia issued a National Economic 

Recovery Policy (hereinafter referred to as PEN) as regulated in Perppu No. 1 of 

2020. In the PEN policy there are 4 (four) methods or methods that will be used 

by the Government as regulated in Article 4 of PP No. 23 of 2020, namely State 

Investment, Fund Placement, Government Investment, and/or Government 

Guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises, Cooperatives, and Large 

Enterprises. Whereas in PEN, especially the guarantee program by the 

Government, business actors in applying for working capital loans or conducting 

credit restructuring with the mechanism as regulated in PMK No. 71 of 2020. 

MSME business actors in this case are burdened with the existence of guarantee 

fees and regress rights, these charges certainly violate the principles contained in 

the AAUPB. 

 

Keywords: emergency, policy, mechanism, guarantee. 
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